Page |1

Implementation of a Poverty and Hunger-Free Village as a Realization of the
SDGs (Study in Sumorame Village, Candi District, Sidoarjo Regency)

Implementasi Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan Sebagai Perwujudan
SDGs (Studi di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)
Warsono?, Isna Fitria Agustina ™2

DProgram Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
*Email : 232020100200@umsida.ac.idV , isnaagustina@umsida.ac.id?

Abstract.

This research aims to analyze and describe the Village Without Poverty and Hunger in Sumorame Village, Candi District,
Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative descriptive research method, with data sources obtained from primary and
secondary data. Primary data are obtained directly from the source, recorded, and observed through interviews, observations,
and documentation. Secondary data, obtained indirectly, can be sourced from journals or mass media. The sampling technique
used in this study is purposive sampling, which selects data sources based on specific aspects. The informants in this study include
the Village Head, Welfare Officer / Activity Implementing Officer, Village Consultative Board (BPD), neighborhood chiefs
(RT/RW), and impoverished community members.The findings of this research indicate four aspects influencing the success of
Poverty Alleviation. Firstly, Communication during the implementation of Poverty Alleviation is crucial for program success.
Communication in Sumorame Village is deemed sufficient due to ongoing specific socialization efforts conducted by the village
government to RT/RW and the entire community.Secondly, Resources in terms of human resources are considered competent,
involving RT/RW directly in coordinating and collaborating in program implementation. Financial resources have been budgeted
according to existing regulations, specifically 25% of the total Village Fund. However, infrastructure resources are still
inadequate.Thirdly, Disposition: overall attitudes and responses in implementing Poverty Alleviation are deemed optimal. This
is evidenced by the positive attitudes and high commitment from all involved parties, enhancing the program's
effectiveness.Fourthly, Bureaucratic Structure in Sumorame Village shows that all parties involved have carried out their
respective duties and responsibilities by following the Standard Operating Procedures (SOP) correctly.
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Abstrak.

Studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan Implementasi Desa Tanpa Kemiskinan dan
Kelaparan di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif, dengan Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang
diperoleh secara langsung dari sumber data, dicatat, dan diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Sedangkan Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung, sumber data sekunder bisa di peroleh dari jurnal
atau media massa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang digunakan
sebagai sumber informasi data berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dalam penelitian ini sebagai informannya adalah Kepala
Desa, Kasih Kesejahteraan / Pejabat Pelaksana Kegiatan,BPD,RT/RW dan Masyarakat Miskin. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan ada 4 aspek yang mempengaruhi keberhasilan Pengentasan Kemiskinan. Pertama, Komunikasi selama
implementasi Pengentasan Kemiskinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Komunikasi di desa
Sumorame sudah cukup optimal karena sampai sekarang sudah di laksanakan sosialisasi khusus yang diberikan oleh
pemerintah desa kepada RT/RW seluruh k masyarakat . Kedua adalah Sumber Daya, sumber daya dari segi manusia sudah
cukup kompeten karena dalam pelaksanaannya melibatkan lansung RT/RW untuk berkordinasi dan ber kolaborasi dalam
menjalankan program tersebut. Untuk segi sumber daya finansial sejauh ini sudah dianggarkan sesuai regulasi yang ada
yaitu sebesar 25% dari total Dana Desa. Pada sumber daya atau sarana prasarana belum cukup Ketiga adalah Disposisi
secara umum sikap dan respon dalam implementasi Pengentasan Kemiskinan sudah cukup optimal, hal ini dapat di rasakan
dari sikap positif dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan efektivitas program
Pengentasan Kemiskinan. Keempat yaitu Struktur Birokrasi di Desa Sumorame sejauh ini semua yang terlibat sudah
melaksanakan tugas atau fungsinya masing-masing serta tanggung jawab dengan menjalankan SOP dengan Benar.

Kata Kunci — Implementasi, kemiskinan, Kelaparan, SDG’s Desa

I. PENDAHULUAN
Dasar Hukum SDGs Desa Dasar Hukum SDGs Desa dirujukkan pada : Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TujuanPembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun dan ditekankan oleh SDGs adalah “No Poverty
(menghilangkan kemiskinan).” Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional, yang dari persoalan kemiskinan mampu
menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan lain; Permendesa No 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa[8]. Dari observasi di lapangan terdapat beberapa masalah dalam implementasi diantaranya,
Pertama kurangnya koordinasi antara pemangku wilayah dengan Pemerintah Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo sehingga Masyarakat yang benar miskin tidak mendapat bantuan dan Masyarakat kelas menengah mendapat bantuan
sehingga bisa di katakana bantuan tersebut tidak tepat sasaran, Kedua bedasarkan Pemendesa No 13 tahun 2020 tentang Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa bahwa maksimal 25% dari dana Desa Sehingga warga miskin tidak terkafer semuanya. [1]

Sementara dalam penelitian kali ini penulis akan berfokus terhadap beberapa tujuandan indikator yang diterapkan oleh
Pemerintah Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya guna mengurangi tingkat kemiskinan dalam
kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Target penghapusan kemiskinan di Daerah DesaSumorame Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo akan berakhir pada tahun 2030 dan terbagi menjadi 2 (dua) periode. Dalam periode pertama beberapa
indikator serta target yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sumorame tercermin dalam RPJMD periode 2022-2028. Guna
melancarkan kebijakan tersebut maka Pemerintah Desa Sumorame melalui beberapa Organisasi Perangkat daerah (OPD) sudah
melakukan beberapa langkah strategi guna mengurangi kemiskinan.

SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untukmengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki
oleh tiapnegara. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu kiranya memandang negara lain termasuk PBB juga sebagai
“masyarakat negara” [2]. Menurut Robert Jackson, memahami masyarakat negara bukanlah suatu permasalahan tentang
pemakaian model-model ilmu sosial, melainkan, suatu permasalahan tentang menjadi akrab dengan sejarah dan mencoba
sedekatmungkin untuk menguasai pengalaman praktisi masa lalu dan hari ini. Oleh karenaitu, perlu memahami suatu program
global dari sisi historis, mengapa program tersebut muncul ke permukaan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa
peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, danDesa tanggap
budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development
Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas
penggunaan Dana Desa Tahun 2021[3].

Pada era yang semakin maju ini, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk wilayah perkotaan, tetapi juga untuk masyarakat
di daerah pedesaan. Pemerintah dan organisasi internasional telah menyadari pentingnya memperhatikan dan mengembangkan
kualitas hidup di pedesaan. Untuk itu, PBB telah merumuskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs) yangmencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan di tingkat desa [4].

Dalam SDGs Desa, terdapat delapan tipe desa yang berfungsi sebagai arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa
itu sendiri. Adapun kedelapan tipe desa adalah sebagai berikut (Siswanto 2021): (1) Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan; (2)
Desa Ekonomi Tumbuh Merata; (3) Desa Peduli Kesehatan; (4) Desa Peduli Lingkungan; (5) Desa Peduli Pendidikan; (6) Desa
Ramah Perempuan; (7)Desa Berjejaring; dan (8) Desa Tanggap Budaya.

Desa Sumorame adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur. Desa
dengan luas wilayah 113,960 Hal ini berbatasan dengan Desa Gelam dan Desa Sugihwaras di sebelah utara. di sebelah selatan
berbatasan dengan Desa Boro (Kec.Tanggulangin). Sebagian wargadesa Sumorame mata pencaharian sehari- hari adalah bertani,
para petani inididominasi warga asli sumorame yang bertempat tinggal di sebelah utara jalan desa.Para petani ini mengolah
sawahnya untuk ditanami padi. Desa Sumorame merupakan desa dengan pendapatan dana desa yang hampir setiap tahun
mengalamipeningkatan namun dana desa yang besar tidak berbanding lurus dengan penggunaannya yang maksimal, khususnya
dibidang pengentasan kemiskinan, terlihat bahwa pemerintah desa kurang maksimal untuk melakukan pengentasankemiskinan
di wilayah Desa Sumorame[5].

Implikasi yang ditimbulkan oleh kemiskinan mampu menjadikan suatu negara mengalami kekacauan karena ketidakpuasan
masyarakat akan pemerintah yang tidak mampu memberikan dan menjamin kesejahteraan kepada masyarakatnya. Selain itu,
sebab kemiskinan jutaan anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tingkat kematian yang tinggi, kesulitan membiayai
pengobatan, tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, kurangnya jaminan sosial dan keselamatan, dan
masih banyak lagi dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh kemiskinan [6] Maka persoalan kemiskinan tidak bisadianggap
remeh.

Kriteria Keluarga Yang Menerima Bantuan Tunai Langsung Dari Dana Desa Ketentuan Pasal 33 PMK190 Tahun 2021 (1)
Tidak Jauh Berbeda Dengan Menteri Keuangan Tahun Sebelumnya: Penjelasan Rinci Tentang Kriteria Pemohon Penerima Dana
BLT Desa Sesuai PMK190 Tahun 2021. Diberikan Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Pasal 33 (1)
(Keuangan, 2022). Mereka Yang Memenuhi Kriteria Berikut: Pertama, Keluarga Miskin Dan Kurang Mampu Yang Tinggal Di
Desa Diprioritaskan Dan Dirawat Sebagai Keluarga Sangat Miskin; Kedua, Hilangnya Mata Pencaharian; Ketiga, Keluarga
Rentan Terhadap Penyakit Menahun/Kronis; Keempat, Keluarga Miskin Menerima Penonaktifan Jaringan Pengamanan Sosial
Lainnya Dari APBD Atau APBN; Kelima, Keluarga Miskin Terdampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) 2019 Dan Masyarakat
Tidak Mampu, Serta Keenam Keluarga Dengan Orang Tua Tunggal. Besaran BLTDD Bulanan Untuk Setiap Keluarga Penerima
Manfaat Diatur Dalam PMK 190 2021, Pasal 33 (5). Menurut Pasal 33 (5) PMK 190 2021, Besaran Dana Desa BLT 2022 Dari
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Bulan Pertama Sampai Dengan Bulan Kedua Belas Ditetapkan Sebesar Rp 300.000 Untuk Setiap Keluarga Penerima Manfaat.
Selain Itu, Penyaluran BLT Kepada Keluarga Penerima Manfaat Akan Dimulai Pada Januari. Dan Dapat Dibagi Hingga Tiga
Bulan Sekaligus. (RIP. M., 2021) [7].

Tabel : 1
Jumlah warga miskin di Desa Sumorame Kecmatan Candi

TAHUN JUMLAH WARGA MISKIN

2022 2023

Sumber : Diolah dari pemerintah Desa Sumorame (2023)

Melihat Tabel 2 tersebut, Terlihat dari data diatas bahwa Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan di Desa Sumorame
terealisasikan belum secara maksimal, di karenakan ada beberapa dalam implementasi pengentasan kemiskinan di pemerintah
Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, diantaranya yang pertama Data penerima bantuan tidak akurat atau tidak
terupdate, yang dapat menghambat proses penyaluran BLT DD. Hal ini bisa menyebabkan penundaan atau bahkan kesalahan
dalam penyaluran dana kepada yang berhak menerima tahun di tahun 2022 sebesar 100% kedua Infrastruktur jambanisasi yang
kurang memadai walaupun anggran terserap 99% yang ketiga masih ada yang buang air di sungai, Ketiga Kurangnya
Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan data, pelaporan, dan monitoring dalam penyaluran BLT DD,
serta memantau pembangunan dan pemeliharaan jamban , namun hal tersebut sudah jadi perhatian oleh pemerintah desa mengenai
penanggulangan kemiskinan.

Tabel : 2
Rekapitulasi Anggaran Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan Sebagai Perwujudan SDGs (Studi di Desa Sumorame Kecamatan Candi)
No. Nama Program Tahun Jumlah Anggaran Anggaran Terpakai

1. BLT Dana Desa 2021 Rp. 201.600.000,- Rp. 201.600.000,- 100%

Jambanisasi 2021 Rp. - Rp. - -
1. BLT Dana Desa 2022 Rp. 266.400.000,- Rp. 266.400.000,- 100%
Jambanisasi 2022 Rp. 30.000.000,- Rp. 29.970.000,- 99%
1. BLT Dana Desa 2023 Rp. 180.000.000,- Rp. 180.000.000,- 100%
Jambanisasi 2023 Rp. 30.000.000,- Rp. 29.613.750,- 98%

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan, pemerintah Indonesia pada tahun 2020
mengeluarkan program Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa). Tujuannya adalah sebagai program prioritas
penggunaan dana desa tahun 2021, sehingga dana desa tahun 2021 dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menggali potensi-
potensi dan mengurangi angka kemiskinan di desa. Adapun latar belakang kehadiran SDGs desa adalah: (1)dana desa harus
dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah; dan (2) dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui
pembangunan desa yang lebih terfokus [8].

Kebijakan SDGs (Sustainable Development Goals) Indonesia merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan global tahun 2030 yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September
2015. [9] Tujuan tersebut mencakup 17 tujuan dan sasaran global yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan,
pendidikan,kesetaraan gender, lingkungan, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan
untuk mencapai tujuan SDGs, seperti program peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat
miskin, serta program pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan tidak hanya berada pada pemerintah pusat maupun daerah.
Masyarakat juga diharuskan untuk mengambil peran dalam program-program pemberdayaan dan pembangunan yang
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diselenggarakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan akan menjadi kunci
kesuksesan penanggulangan kemiskinan yang terjadi. Kerjasama adalah keniscayaan demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penelitian terdahulu mengenai SDGs dengan tujuan pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Saudari Ayu Oktaviani
Musri (2020) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota
Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan.” Temuan yang didapatkan adalahbahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam
mengurangi kemiskinan yang terjadi adalah mengacu kepada program-program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah,
seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT). Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dikatakan berhasil oleh peneliti sebab
mampu mengurangi tingat kemiskinan sebanyak 18.461 KK. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan
prosedur[10].

Selanjutnya penelitian terdahulu tentang Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan Dengan Dana Desa (2019-
2020) Di Jawa Tengah telah dilakukan Artika Taryani Studi ini berfokus pada peran penggunaan dana desa untuk mewujudkan
program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hasil perhitungan Korelasi Pearson menunjukkan bahwa korelasi antara
dana desa dan kemiskinan memiliki hubungan positif cukup kuat di tahun 2019 dan positif lemahdi tahun 2020. Hal yang sama
juga ditunjukkan oleh korelasi antara dana desa dan stunting yang menghasilkan hubungan positif lemah di kedua tahun penelitian
tersebut. Di sisi lain, korelasi pearson menunjukkan bahwa hubungan antara dana desa dan Indeks Ketahanan Pangan memiliki
hubungan negatif cukup kuat selama tahun 2019 & 2020[11].

Penelitian juga telah dilakukan oleh Nanda Bhayu Pratama dengan judul Sustainable Development Goals (SDGs) dan
Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil menunjukan Dari keempat tujuan berupa program yang sudah
dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan sudah mampu mengurangi angka kemiskinan
secara multidimensional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta[12].

Penulis memilih teori implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh George Edward I11 terdapat 4 faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu factor (1) komunikasi, Menurut Edward 111 komunikasi
diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikasi kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan public perlu
disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan
lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehuingga tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan (2)
sumberdaya, bahwa factor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward 111 bahwa
sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan
Sumber Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan (3)
disposisi Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai‘kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat
diwujudkan” . Edward III mengatakan bahwa :Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para
pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan
kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.dan (4) struktur
birokrasi yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi
yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel [13].

1. METODE

Pendekatan Penelitian yang digunakan ini menggunakan penelitian kualitatif dimana digunakan untuk menggambarkan dan
mendeskripsikan mengenai peran sistem keuangan desa terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Desa Sumorame. Penelitian
kualitatif ialah penelitian yang digunakan dalam pengungkapan permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintahan, swasta,
dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian kualitatif
dilakukan oleh Penulis untuk melakukan pemahaman suatu empiris tertentu dan kenyataan yang terjadi. Penelitian kualitatif ini
merupakan jenis penelitian lapangan, yang merupakan studi tentang orang yang bertindak secara alamiah dalam kehidupan sehari-
hari. Peneliti berusaha memahami bagaimana peran Siskeudes terhadapkinerja keuangan desa. Peneliti untuk memahami
bagaimana peran Siskeudes terhadap kinerja keuangan desa menggunakan cara tatap muka atau interaksi secara langsung sehingga
mendapatkan informasi secara lengkap.

Penelitian ini menggunakan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang bernilai dan berkaitan secara langsung pada penelitian yang diangkat.
Data primer ialah data yang diambil dari hasil wawancara, observasi, dandokumentasi dengan aparat desa yang bertugas sebagai
TIM Pembangunan di desaSumorame. Sedangkan dalam penelitian bersumber dari data primer ini terdapat gambaran umum desa,
Sedangkan data sekunder ialah data yang sudah tersedia seperti jurnal-jurnal, studi literatur dan kepustakaan yang menjadi
panduan dalam memahami data penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Reduksidata atau data reduction merupakan tahap untuk memilih data yang sudah dianggapbenar dan sesuai
dengan topik penelitian yang diambil, dengan cara menggolongkan data yang sudah didapat peneliti pada saat melakukan
observasi dikantor desa Sumorame. Kemudian fokus terhadap hal mengenai pembangunan desaberkelanjutan serta mencari
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pembahasan masalah dalam penelitian, sehingga data yang direduksi akan menghasilkan gambaran dan mempermudah peneliti
dalam tahap berikutnya. Penyajian data atau data display merupakan tahap untuk penyajian data yang dilakukan peneliti dengan
penyusunan beberapa informasi mengenai pembangunan desa berkelanjutan desa di desa Sumorame. Untuk penyajiaanya
berbentuk teks yang bersifat naratif. Yang terakhir tahap penarikan kesimpulan atau conclution verification merupakan tahap
dimana peneliti melihat kembali data-data yang sudah didapat dilapangan. Kemudian menarik kesimpulan dari data yang sudah
terkumpul melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

I11.  HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan,
khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks ini, implementasi BLT Dana Desa dan pembangunan
jambanisasi menjadi kunci dalam upaya mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia. Kedua inisiatif
ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan, tetapi juga mendukung pencapaian
target-target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap infrastruktur
dasar.

Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards 111 menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis
bagaimana kebijakan Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Menurut
Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu Komunikasi, Sumber Daya,
Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

a) Komunikasi.

Komunikasi merupakan elemen krusial dalam implementasi program Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan. Berdasarkan
Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards Ill, variabel komunikasi meliputi kejelasan kebijakan, konsistensi
pesan, saluran komunikasi yang efektif, umpan balik, pelatihan dan penyuluhan, serta transparansi. Dengan memperbaiki
aspek komunikasi, program Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan di desa diharapkan dapat berjalan lebih baik, mencapai
tujuan yang diharapkan, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. Berikut informasi hasil wawancara
bersama Bapak Rochmanu selaku Kepala Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. “ Mengenai adanya
Pengentasan Kemiskinan dan kelaparan yang di laksanakan Desa Sumorame sudah dilaksanakan Musyawarah Desa
sekaligus sosialisasi langsung kepada masyarakat yang dihadiri oleh Ketua BPD beserta Anggota, Ketua LPMD beserta
Anggota, Tokoh Agama , Tokoh Masyarakat, Ketau RT, Ketua RW dan Perwakilan Masyarakat agar meningkatkan
pemahaman warga tentang program tersebut. Kepala Desa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam program
ini untuk dukungan dan keterlibatan semua lembaga desa beserta selurauh warga desa sangat krusial tentang keberhasilan
progam tersebut. Mengakui tantangan pada program yang dihadapi pada program tersebut dan menjelaskan solusi tentang
masalah tersebut. Pak Kepala Desa juga menyampaikan harapan untuk kelanjutan program tersebut dan berdampak bagi
kesejahteraan Masyarakat ““ (Wawancara 29 juni 2024).

Penjelasan pernyataan dari Bapak Rochmanu lebih dipertegas dengan pernyataan wawancara dari Bapak
Mujib Ridwan,S.Pd selaku Kasih Kesejahteraan Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, beliau
menyampaikan pernyataan seperti berikut. “Penjelasan tentang langkah-langkah kongkret tentang program Desa tanpa
kemiskinan dan Kelaparan. “ (Wawancara 25 juni 2024 ). Dengan adanya komunikasi yang sudah di jalankan dengan baik
dari bebeapa komponen yang terlibat dalam program implementasi ketahanan pangan menurut Edward Il akan
mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward |11 sebagaimana komunikasi sudah berjalan
secara maksimal dan sudah memberikan perhatian lebih terhadap target sasaran dalam proses suatu implementasi. Karena
realita dilapangan sudah di lakukan sosialisasi resmi yang diadakan pemerintah Desa Sumorame mengenai Program Desa
Tanpa kemiskinan dan Kelaparan Kepada warga Desa Sumorame, dari situ bisa dilihat proses implementasi pada aspek
komunikasi sudah berjalan maksimal. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah desa sumorame sudah
melaksanakan Musyawarah Desa sebagai dasar dilaksanakannya program tersebut. Selanjutnya perlu adanya koordinasi yang
jelas, konsisten, dan dua arah, antara pemerintah Desa Sumorame dengan masyarakat khususnya para Warga Miskin agar
program Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan di desa dapat di implementasikan lebih efektif. Sehingga ini dapat membantu
mengatasi kesalah pahaman, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program Desa Tanpa
kemiskinan dan Kelaparan , Implementasi yang baik juga memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk
terus mengembangkan dan memperbaiki proses komunikasi sepanjang program berlangsung Dan dengan memfokuskan
komunikasi pada misi dan tujuan organisasi, setiap implementasi dapat lebih efektif dan mencapai tujuannya.

Selanjutnya penelitian terdahulu tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan SDGs Desa Era Covid 19 di Kabupaten
Simeulue Aceh telah dilakukan Nellis Mardhiah 1. Zuhrizal Fadhly 2. Siti Jahriah Situmpol 3. Studi ini berfokus pada
penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pandemi telah mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan SDGs di
desa-desa, serta tantangan dan strategi yang dihadapi dalam mengadaptasi kebijakan pembangunan di tengah krisis kesehatan
global. [14]
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Gambar 1. Musyawarah Desa Tentang Program Pengentasan Kemiskinan tahun 2023

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)
b) Sumber Daya.

Pada aspek sumber daya ini merupakan poin penting untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan sehingga program
ketahanan pangan dapat terlaksana sesuai harapan pemerintah. Menurut Edward 111 dalam Wldodo (2010:98) mengemukakan
bahwa factor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward 111 dalam Widodo (2010:98)
menyatakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan
sumberdaya kewenangan. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward 111 dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa " mungkin sumber daya yang
paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf" Edward 111 menekankan bahwa sumber daya manusia, atau staf,
merupakan elemen yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten pemerintah
Desa untuk melaksanakan kebijakan tersebut, serta tidak peduli seberapa akurat perintah tersebut disampaikan, jika personel
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan
pekerjaan dengan efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kepala Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, beliau
menyatakan seperti berikut: “Dari segi Sumber Daya untuk Pelaksana kegiatan program Desa Tanpa kemiskinan dan
Kelaparan di Desa Sumorame menurut saya sangat kompeten karena melibatkan kelompok tani secara lansung sehingga
saya berharap bisa membantu Pelaksanaan program Pengentasan Kemiskinan di desa Sumorame. “( Wawancara 01 Juli
2024)

Menurut George C Edward 11, sumber daya adalah penggerak dan pelaku. Pada aspek sumber daya finansial juga sangat
dibutuhkan untuk mendukung adanya implementasi sehingga tepat sasaran. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Mujib
Ridwan S.Pd jabatan Kasih Kesejahteraan selaku Pejabat Pelasaksana Kegiatan Pengentasan Kemiskinan menjelaskan bahwa
“ Dalam Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan sudah dianggarkan Honor tim pelaksana kegiatan yang di
sesuaikan dengan peraturan Bupati nomor 98 tahun 2022 mengenai honorarium pelaksana kegiatan sehingga dapat memicu
kinerja pelaksana kegiatan untuk lebih maksimal.* Ucapnya (Wawancara 02 Juli 2024).

Selanjutnya pada aspek sumber daya anggaran adalah aspek terpenting dari implementasi program Desa Tanpa kemiskinan
dan Kelaparan di Desa Sumorame. Menurut Edward Il dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya
sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan
dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Pemerintah Desa Sumorame
sudah menganggarkan program Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu dari dana APBN
yang masuk ke Desa. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa Sumorame Endang Noer Anisah,S.Kom menjelaskan
bahwa “ Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PMDT) yang mengatur
tentang implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan di Kawasan Perdesaan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dengan adanya regulasi tersebut
maka pemerintah Desa Sumorame sudah menganggarkan kegiatan program Pengentasan Kemiskinan yang di tetapkan
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melauli APBDes tahun 2022 dan Tahun 2023 ” (Wawancara 03 Juli 2024 ). Dengan adanya alokasi anggaran yang cukup
maka proses implementasi program Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan diharapkan berhasil.

Pada aspek sumber daya Anggaran sangat berpengaruh pada Keberhasilan implementasi program Desa Tanpa kemiskinan
dan Kelaparan. Di Desa Sumorame pada aspek sumber daya anggaran terdapat beberapa permasalahan yang kompleks di
antaranya adalah dalam menentukan kriteria siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Hal ini sering kali melibatkan
proses verifikasi yang memadai untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang memang membutuhkannya
secara riil dan tepat Sehingga efektifitas program pada sektor bantuan kurang maksimal hal ini dapat di lihat pada penyerapan
anggaran Tahun 2021 Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel : 3

Yang terlibat dalam program Implementasi Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

No. SDM Jabatan Tugas

| Rochmanu Kepala Desa Penanggung Jawab
2. M. Zainul Arifin ~ Sekretaris Desa Verifikasi

3. Mujib Ridwan Kasi Kesejahteraan Pelaksana Kegiatan
4 Jemaun Kepala Dusun Penghimpun Data

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Permasalahan yang Kedua adalah Infrastuktur dalam hal bantuan jamban sehat, tantangan utama adalah membangun
infrastruktur yang berkualitas dan memastikan keberlanjutannya. Banyak kasus di mana jamban yang dibangun tidak terawat
dengan baik atau tidak digunakan secara optimal karena kurangnya pemeliharaan dan dukungan dari masyarakat setempat.
Berikut informasi hasil wawancara bersama Bapak Rochmanu selaku Kepala Desa Sumorame “ Pemerintah Desa Sumorame
sudah berupaya memperbaiki sarana dan prasarana Jamban Sehat sesuai yang di butuhkan warga kurang mampu namun
karena kondisi warga yang kurang sadarnya merawat jamban sehat tersebut sehingga jamban tersebut terlihat agak kumu .
“(Wawancara 5 Juli 2024 ).

Pemerintah Desa Sudah berupaya memperbaiki sarana dan prasarana jamban sehat untuk warga kurang mampu. Selain
membangun jamban, penting untuk memberikan edukasi kepada warga sekitar tentang pentingnya kebersihan dan penggunaan
jamban yang benar. Ini termasuk pembuangan limbah secara tepat dan mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan
jamban.

Pada Aspek sumber daya kewenangan cukup penting dalam melakukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut
Edward 111 dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan
sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.
Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan
dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward 111 dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan
harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi
kewenangannya. Kepala desa Sumorame yang memiliki otoritas tertinggi sudah melaksanakan kewenangannya dalam
pengambilan keputusan pada saat pembagian tugas dalam melaksanakan program Pengentasan Kemiskinan yang diikuti oleh
perangkat desa serta kelompok masyarakat di Desa Sumorame.

Dari fenomena dibawah jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward 111 sebagaimana sumber daya belum
maksimal, alasannya adalah Banyak kasus di mana jamban yang dibangun tidak terawat dengan baik atau tidak digunakan
secara optimal karena kurangnya pemeliharaan dan dukungan dari masyarakat setempat Menurut teori Edward 11l dalam
Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi
implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana Prasarana lainya. Dengan kendala sumber daya
peralatan, sebuah program tidak dapat berjalan secara efisien. Jika salah satu dari sumber daya manusia atau Peralatan tidak
berjalan efektif maka keberlangsungan program atau kebijakan akan berjalan lambat dan tidak sesuai yang di harapkan.

Selanjutnya penelitian terdahulu Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Rengasjajar Kecamatan
Cigudeg Kabupaten Bogor telah dilakukan Muhamad Aip Faturohman Studi ini berfokus pada berbagai aspek terkait
penerapan dan dampak dari program tersebut di tingkat desa. PKH adalah program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia
yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan tunai bersyarat. [15]

c) Disposisi
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Disposisi merupakan salah satu elemen kunci dalam teori implementasi kebijakan Edward I11. Teori ini menekankan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap program
yang dijalankan. Dalam konteks Pengentasan Kemiskinan di desa Sumorame kecamatan candi kabupaten Sidoarjo, disposisi
ini mencakup sikap dan persepsi aparat desa, dan masyarakat terhadap kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang diterapkan.

Aparat desa Sumorame memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program ketahanan
pangan. Berdasarkan hasil penelitian, sikap aparat desa terhadap kebijakan Pengentasan Kemiskinan menunjukkan komitmen
yang tinggi dan antusiasme dalam menjalankan program ini. Mereka aktif dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada
masyarakat serta berusaha untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mujib
Ridwan ,S.Pd selaku Kasih Kesejahteraan : “Secara umum untuk pembagian kewenangan sudah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing, BPD bertugas untuk berkordinasi dengan para Katua RT/RW dalam pelaksanaan program
Pengentasan Kemiskinan, Ketau RW/RT yang di tunjuk dalam pengentasan Kemiskinan sangat antusias untuk mendata
warganya yang tidak mampun dan Tidak punya jamban sehat, aparatur Desa sebagai fungsi pelaksana anggaran dan
pengawasan menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut,
(Wawancara 17 Juli 2023). Dari segi pembagian tugas pokok dan fungsi sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing,
sehingga sangat mendukung keberhasilan implementasi program pengentasan kemiskinan di desa sumorame. Berdasarkan
kondisi ekonomi Implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Sumorame lebih dominan pada sektor bantuan hal
ini dikarenakan masih terdapat warga kurang mampu di Desa Sumorame. Badan Permusyawarantan Desa (BPD) dan Ketua
RT/RW merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di desa Sumorame. Disposisi Badan
Permusyawarantan Desa (BPD) dan Ketua RT/RW juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi para warga
desa dan beberapa dukungan dari beberapa komponen masyarakat. Persepsi masyarakat umum terhadap kebijakan
pengentasan kemiskinan juga mempunyai peran penting dalam keberhasilan implementasi. Masyarakat yang memiliki
pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengentasan kemiskinan cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam
program yang diadakan. Pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD)
sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi positif masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam mengubah persepsi
masyarakat yang masih bergantung pada metode tradisional dan kurang terbuka terhadap inovasi bantuan.

Dari pernyataan diatas bahwa fenomena tersebut jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward 111 bahwa
disposisi dilapangan sudah terlaksana dengan baik, Dengan demikian, disposisi sebagai elemen penting dalam teori Edward
11 memegang peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan di desa. Sikap positif dan
komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan dan pada
akhirnya mewujudkan tujuan program ketahanan pangan di desa Sumorame yang berkelanjutan.

Selanjutnya penelitian terdahulu Tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dilihat Dari Aspek
Komunikasi Pada Kantor Desa Purai Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong telah dilakukan oleh Dewi Rahmayanti,
Rahmi Hayati Tujuan Penelitian Studi ini berfokus pada aspek komunikasi dalam pelaksanaan program tersebut. BPNT adalah
program pemerintah yang memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin dalam bentuk kartu elektronik yang dapat
digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung yang telah ditunjuk. [16]

d) Struktur birokrasi

Teori Edward Il pada variabel yang terakhir juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, Fokus
pembahasan ini adalah pada variabel struktur birokrasi, yang melibatkan organisasi, prosedur, dan mekanisme pengambilan
keputusan dalam implementasi kebijakan. Pemerintah Desa Sumorame mengatur pembagian tugas dengan jelas antara
perangkat desa, RT/RW dan masyarakat. Pemerintah desa berfungsi sebagai penyelenggara program implementasi
pengentasan kemiskinan di desa sumorame, sementara RT/RW bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis di lapangan terkait
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan perbaikan jambam sehat. Dari hasil wawancara bersama kepala desa Sumorame
Bapak Rochmanu mengatakan bahwa : ” Pembagian tugas sudah dilaksanakan sesuai kapasitasnya masing-masing dan
standard operasional Prosedur dalam melaksanakan program ini sudah dilakukan sedemikian rupa, sehingga program ini
dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat. ” (Wawancara 19 Juli 2024).

Tabel : 4
Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk implementasi Program Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan
di Desa Sumorame Kecamatan Candi

No Tahap Kegiatan Pelaksana Out put Waktu
01. Perencanaan ldentifikasi kebutuhan Tim Desa Tanpa Laporan kebutuhan Minggu 1-2
Kemiskinan Desa Tanpa Kemiskinan
02. Perencanaan  Pembentukan tim Kepala Desa SK Pembetukan Tim Minggu ke 1
Desa Tanpa Kemiskinan
03. Perencanaan  Penetapan Program Tim Desa Tanpa Dokumen program Minggu ke 2- 3
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Kerja Kemiskinan Kerja dan Anggaran
04. Pelaksanaan  Sosialisasi Program Tim Desa Laporan Sosialisasi Minggu ke 4
Tanpa Kemiskinan

Bantuan langsung tunai  Tim Desa
05. Pelaksanaa dan Pembangunan Desa Kemiskinan, Laporan Pelatihan Bulan 2-3
BPD ,Babinsa,
Babinkamtibmas
Dan Bank Delta Artha

06. Pelaksanaan  Distribusi bantuan Tim Desa Tanpa Daftar Penerima Bantuan  Bulan Ke 4
Kemiskinan
07. Pelaksanaan Implementasi kegiatan ~ Tim Desa Tanpa Laporan Kegiatan Bulan ke 5 - 12
Bantuan Kemiskinan Kemiskinan

08. Monitoring Monitoring berkala Tim Desa Tanpa Laporan Monitoring Setiap 3 Bulan
Dan Evaluasi Kemiskinan

09. Monitoring Evaluasi Program Tim Desa Tanpa Laporan Evaluasi Bulan 12
Dan Evaluasi Kemiskinan

10. Monitoring Pelaporan Tim Desa Tanpa Laporan Akhir Tahun Bulan 12
dan Evaluasi Kemiskinan

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Struktur hierarkis ini membangun adanya koordinasi yang efektif dan tanggung jawab yang terdistribusi dengan baik.
Kepala Desa memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan, diikuti oleh perangkat desa, Ketau BPD dan RT/RW.
Hierarki pengawasan ini memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan mencegah terjadinya
penyimpangan.

Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan di Desa Sumorame diimplementasikan melalui SOP yang terstruktur dan mendetail
untuk setiap tahapan program, mulai dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang lansung di bagikan oleh pemerintah desa
Sumorame kepada warga yang berhak menerima sehingga lansung bisa di manfaatkan oleh warga miskin, Pembangunan
jambanisasi ini di bangunkan kepada orang yang tidak mampu sehingga orang tidak mampu dapat membuang kotoran dengan
layak. pemerintah desa juga bekerjasama dengan Babinsa/Babinkamtibmas untuk melaksanakan pendampingan secara
berkelanjutan pada Bantuan Lansung Tunai Dana Desa dan Pembangunan Jamabanisasi . Prosedur pengawasan dan pelaporan
dilakukan secara transparan untuk meminimalkan potensi korupsi dan penyalahgunaan dana. Setiap Pencairan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa dan Perbaikan Jamban harus melalui proses pengadaan yang terbuka dan hasilnya dipublikasikan
kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap program. SOP ini dirancang untuk memastikan
setiap langkah yang dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Desa Sumorame menjalin kerjasama dengan Bank Delta Artha dan Kesos Kecamatan melalui koordinasi dengan pihak
kecamatan untuk mendapatkan dukungan teknis dengan harapan dapat memperoleh informasi. Koordinasi antara semua
pemangku kepentingan dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kemajuan program dan memecahkan masalah yang
muncul. Hal ini memastikan adanya komunikasi yang baik dan tindakan korektif yang cepat jika diperlukan. Pengentasan
Kemiskinan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk
memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan,pakaian,perumahan dan Kesehatan.

Fenomena dari pernyataan mengenai struktur birokrasi diatas jika dikaitkan dengan teori Edward Il dimana struktur
birokrasi sudah dilaksanakan dengan benar khususnya pada pembagian tugas dan fungsi Aparatur Desa sudah dilaksanakan
secara struktural sesuai jobdesknya masing-masing. Pemerintah Desa Sumorame sudah memperhatikan dan melaksanakan
Standart Operasional Prosedur ( SOP ) pada Implementasi Program Pengentasan kemiskinan di Desa Sumorame Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo. Terbukti bahwa program tersebut sudah memberikan proses atau prosedur yang tepat. Karena
SOP yang baik menurut teori Edward Il ialah mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis kepada siapapun, sebab
menjadi acuan dalam berlangsungnya kegiatan maupun bekerjanya implementor.

Selanjutnya penelitian terdahulu Tentang Implementasi Sustainable Development Goals Desa Dalam Bidang Kesehatan
Pada Pelaksanaan Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Lampung Pos Pelayanan Terpadu dilakukan oleh Avon
Narisa Tujuan Penelitian Studi ini berfokus pada berbagai aspek terkait penerapan SDGs dalam konteks layanan kesehatan
masyarakat di tingkat desa. [17]

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian tantang implementasi Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan di Desa Sumorame
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan dengan ditinjau dari 4 indikator yakni sebagai berikut Pertama,
Komunikasi selama implementasi Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan merupakan faktor penting dalam keberhasilan
program tersebut. Komunikasi di desa Sumorame sudah cukup optimal karena sampai sekarang sudah di laksanakan sosialisasi
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khusus yang diberikan oleh pemerintah desa kepada seluruh warga melalui Rt /Rw mengenai Program Desa Tanpa kemiskinan
dan Kelaparan yang akan dilaksanakan. Kedua adalah Sumber Daya, sumber daya dari segi manusia pada implementasi
Program Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan sudah kompeten karena dalam pelaksanaannya melibatkan lansung warga
melalui ketua RT/RW untuk berkordinasi dan ber kolaborasi dalam menjalankan program tersebut. Untuk segi sumber daya
finansial sejauh ini dalam implementasi Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan sudah dianggarkan sesuai regulasi yang ada
yaitu sebesar 25% Dana Desa untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Jambanisasi. Pada sumber daya
peralatan atau sarana prasarana di Desa Sumorame dalam mendukung proses implementasi program Pengentsan Kemiskinan
cukup optimal, sesuai teori implementasi Edward IIl. Ketiga adalah Disposisi secara umum sikap dan respon dalam
implementasi Program Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan cukup optimal, hal ini dapat di rasakan dari sikap positif dan
komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan efektivitas program Desa Tanpa kemiskinan dan
Kelaparan. Keempat yaitu Struktur Birokrasi di Desa Sumorame sejauh ini sudah melaksanakan sesuai dengan SOP. Dengan
tugas atau jobdes masing-masing serta tanggung jawab dari semua yang terlibat dalam program ketahana pangan. Dari
keseluruhan hasil penarikan kesimpulan, bahwa peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Sumorame agar lebih
mengevaluasi dan perbaikan dari segi sumber daya fisik adalah pentingnya melakukan pemantauan dan perawatan secara
berkala terhadap infrastruktur tersebut dengan melakukan evaluasi yang teratur, kita dapat mengidentifikasi area-area yang
memerlukan perbaikan atau penggantian, seperti infrastruktur jamban yang rusak dan kurang higenis. Dalam Konteks Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa, pengelolahan sumber daya fisikyang efisien dan transparan akan mendukung efektifitasprogram
bantuan dan berkelanjutan.
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Dengan rasa syukur dan penghormatan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt atas berkat dan rahmat-Nya
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bagian dari perjalanan saya untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo. Saya menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak.
Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sumorame yang telah memberikan izin dan
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dan Teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penyusunan jurnal dan yang telah
bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi
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